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Yth. 1, Bapak Menteri Pendidikan  dan 

Perihal
: Pelaksanaan Kenaikan                Kebudayaan

                        Secara langsung bagi              2. Bapak Menteri Kesehatan 

                        Guru tenaga Dokter dan          3. Bapak menteri Agama

                         Tenaga Perawatan                 4. Bapak Menteri Dalam Negeri 

                                                                         Di

                                                                                            Tempat.

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan pemberian kenaikan pangkat secara langsung terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Dokter dan Tenaga Perawatan, pada tanggal 7 Oktober 1991 telah diadakan rapat koordinasi antara Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama.

Koordinasi diadakan karena Penetapan Angka Kredit (PAK) bagiguru dilingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama, serta Tenaga Dokter dan tenaga Perawatan dilingkungan Departemen kesehatan bekumdapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

2. Berdasarkan  penjelasan Pejabat Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama, ternyata kelambatan Penetapan Angka Kredit (PAK) tersebut disebabkan beberapa hal antara lain :
a.  Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum terbiasa mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan Pengumpulan Angka Kredit .

b. Pejabat/Team penilai belum seluruhnya menguasai materi pelaksanaan penilaian Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sarana dan Prasarana di daerah masih sangat terbatas.

3. Oleh karena hal tersebut di atas, maka Pejabat dari Departemen Pendidikan dan kebudayaan , Departemen Kesehatan , Departemen Agama mengharapkan agar Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengambil kebijaksanaan dalam hal pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil  tersebut.

4. Menyadari bahwa kelambatan pelaksanaan Penetapan Angka Kredit itu bukanlah semata-mata kesalahan dariPn yang bersangkutan, maka dipandang perlu mengambil kebijaksanaan sebagai berikut :

a. Bagi Guru dilingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan Departemen agama serta Tenaga Dokter dan Tenaga Perawatan dilingkungan Departemen Kesehatan yang telah 4(empat) tahun dalam pangkat terakhir, dan belum mencapai pangkat tertinggi, ditetapkan kenaikan pangkat dan jabatannya setingkat lebih tinggi dengan diberikan Angka Kredit menimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
b. BagiPn yang telah mencapai pangkat tertinggi berdasarkn pendidikan atau jabatannya,apabila memenuhi syarat Angka Kredit yang ditentukan, ditetapkan kenaikan pangkat dan jabatannya setingkat lebih tinggi setelah Penetapan Angka Kreditnya diterima di Badan Administrasi Kepegawaian Negara .

c. Pegawai Negeri Sipil yang Penetapan Angka Kreditnya telah diterima di Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan memenuhisyarat untuk diberikan kenaikan pangkat, jabatannya akan diberikan kenaikan pangkat secara langsung apabila sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir.
d. Khusus bagi guru dilingkungan Departemen Agama, mengingat pelaksanaan impassing baru ditetapkan mulai tanggal 1 April 1991,maka untuk periode 1 Oktober 1991 bagi yang telah mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan atau jabatannya setingkat lebih tinggi apabila telah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir.

e. Sedangkan untuk periode 1 Oktober 1992 dan seterusnya, tetap dilaksanakan kenaikan pangkat dengan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Angka Kredit di daerah, dipandang perlu dibentuk team gabungan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri.
Apabila pelaksanaannya direncanakan paling lambat pada bulan Januari 1992.

Mengenai rincian tugas team tersebut akan dibicarakan bersama.

6. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan ini, perlu kiranya informasi ini diteruskan kepada pimpinan Instansi sampai dengan unit Organisasi yangterendah.

7. Demikian untukmenjadikan periksa dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

WASKITO REKSOSOEDIRDJO

NIP. 180000429

TEMBUSAN :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

2. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan ;

3. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ;

4. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama ;

5. Semua Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara .
